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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan oleh penulis didalam 

Bab II maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam 

rumusan masalah yakni sebagai berikut : 

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berdasarkan 

penjelasan diatas adalah :  

a) Upaya non penal yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisai terhadap 

masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau 

pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, 

penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan disini ialah kepolisian  

Polrestabes Surabaya memberikan pengetahuan tentang dampak 

negatif apabila pelakukan pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat 

dikenakan sanksi pidana.  

b) Upaya penal yaitu pihak Polrestabes Surabaya dalam hal ini 

melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan 

prostitusi online, maka Polrestabes Surabaya mengungkap dan 

melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna 

jasa pekerja seks komersial tersebut untuk diberikan hukuman yang 

sesuai dengan Undang-Undang yang belaku saat ini. Untuk mucikari 

dapat dikenakan Pasal 506 KUHP. Apabila pekerja seks komersial 

(PSK) tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat 
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dikenakan Pasal 297 KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, 

Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Selain itu dapat juga dikenakan Pasal 2 Ayat (1), 

Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) 

c) Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup 

forum-forum praktik prostitusi online dan menangkap pihak-pihak 

yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran 

Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berdasarkan 

penjelasan diatas adalah :  

a) Kendala Internal 

Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Surabaya 

dalam menanggulagi prostitusi online adalah kurangnya personil 

kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya yang  khusus 

ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalaui 

media online. Oleh karena itu Polrestabes Surabaya membutuhkan 
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tambahan personil untuk membantu membongkar kasus prostitusi 

melalui media online tersebut. 

b) Kendala Eksternal 

Kendala eksternal yang dialami oleh pihak Polrestabes Surabaya 

dalam menaggulangi kasus prostitusi online yaitu berupa sulitnya 

untuk mengembalikan rasa kepercayaan para pelaku karena setelah 

penangkapan Galih (Papi Piesank) pada Agustus lalu, para pelaku 

prostitusi melalui media online sulit untuk percaya kepada orang 

yang belum menjadi member atau anggota tetap didalam situs 

mereka dan  setelah dirilisnya berita tentang penangkapan Galih 

yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya maka para pelaku 

sekarang lebih berhati-hati dalam menentukan dan memilih client 

(pelanggan) yang akan memakai jasa mereka. Hal tersebut 

menjadikan Polrestabes Surabaya sulit untuk membongkar dan 

melakukan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi online. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran 

sebagai berikut : 

1. Peran polisi yang perlu ditingkatkan dalam menaggulangi prostitusi online 

adalah meningkatkan kinerja kepolisian didalam masyarakat, 

meningkatkan intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat luas agar 

masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti prostitusi tersebut  
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2.  Hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala polisi dalam 

menanggulagi kasus prostitusi online ini adalah meningkatkan jumlah 

personil polisi dibagian tugas menangani kasus seperti prostitusi online 

ini. 
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